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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong 

pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing nasional, Pemerintah 

Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Pribadi 

dan Oktaviyani, 2019). Salah satu kebijakan strategis yang diambil untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), 

yang meliputi sektor-sektor vital seperti energi, transportasi, ketahanan pangan, 

sumber daya air, dan konektivitas wilayah. 

Dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pengadaan 

tanah menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan 

tersebut. Proses ini merupakan kegiatan pengalihan hak atas tanah dari 

masyarakat kepada negara atau instansi yang membutuhkan tanah untuk 

kepentingan umum, dengan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang 

berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. Namun, pengadaan tanah juga 

berpotensi menimbulkan dampak, baik dari sisi sosial maupun ekonomi, 

terutama bagi masyarakat yang lahannya menjadi objek pengadaan. 

Proses pengadaan tanah ini ada yang namanya pihak berhak ganti rugi 

yang sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat 4 PP Nomor 39 Tahun 2023, 

Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan 

bahwa pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek 

Pengadaan Tanah. Dalam penelitian ini saya memfokuskan meneliti terhadap 

pihak masyarakat terdampak yang berhak atas ganti rugi. 

Salah satu proyek PSN yang saat ini sedang dilaksanakan adalah 

Pembangunan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 250 juta m³, dengan 
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manfaat utama seperti mendukung irigasi lahan seluas 9.273 hektar, penyediaan 

air baku sebesar 850 liter per detik, pengendalian banjir, serta menghasilkan 

energi sebesar 3 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

(PLTMH). Lokasinya yang terhubung dengan ruas Tol Cipali dan Cisumdawu 

menjadikan proyek ini strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, 

termasuk pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Roestamy, 

2024). 

Proyek ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan, 

mengurangi risiko banjir, mendukung irigasi ribuan hektar lahan pertanian, 

menyediakan air baku bagi masyarakat dan industri, serta membuka potensi 

pengembangan energi terbarukan dan pariwisata alam Dengan demikian, 

proyek ini tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan air dan 

keamanan pangan, tetapi juga mengurangi kerentanan masyarakat terhadap 

bencana banjir, meningkatkan produktivitas pertanian melalui irigasi yang 

efektif, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui penyediaan air 

baku dan potensi energi terbarukan serta pariwisata alam yang berkelanjutan 

Bendungan Cipanas memiliki kapasitas tampung sebesar 250 juta 

meter kubik, mampu mendukung irigasi seluas 9.273 hektar, menyediakan air 

baku sebesar 850 liter per detik, mengurangi risiko banjir, serta menghasilkan 

energi sebesar 3 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

(PLTMH). Konektivitasnya yang strategis dengan ruas Tol Cipali dan Tol 

Cisumdawu menjadikan proyek ini sebagai peluang untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Proyek ini telah ditetapkan sebagai bagian dari PSN melalui Peraturan Presiden 

Nomor 39 Tahun 2023, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah 

pusat karena kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan daerah (Roestamy, 2024). Bendungan Cipanas diharapkan 

menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui dukungan sektor 

pertanian, pariwisata, dan industri, serta meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dengan mengurangi resiko banjir dan menyediakan air yang stabil. 



` 

3 
 

Namun demikian, di balik manfaat tersebut, terdapat konsekuensi 

sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di wilayah terdampak. Desa 

Karanglayung, Kecamatan Conggeang merupakan salah satu desa yang 

lahannya masuk dalam cakupan pembangunan Bendungan Cipanas. mayoritas 

masyarakat di desa ini bekerja di sektor pertanian, dan pengadaan tanah 

menyebabkan mereka kehilangan lahan garapan yang menjadi sumber utama 

penghidupan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sumedang dan aparatur salah satu Desa Karanglayung yang 

terdampak, diketahui bahwa pengadaan tanah berdampak langsung terhadap 

kondisi sosial masyarakat, seperti terganggunya hubungan sosial antarwarga, 

kecemasan terhadap masa depan ekonomi keluarga, hingga perubahan aktivitas 

sosial juga mata pencaharian masyarakat karena lahan yang selama ini menjadi 

tempat beraktivitas telah hilang. Selain itu, muncul ketimpangan di masyarakat 

karena proses pencairan ganti kerugian dilakukan secara bertahap. Masyarakat 

yang belum menerima pembayaran dikarenakan adanya sejumlah proses 

administratif dan teknis yang belum selesai, seperti verifikasi data, 

penyelesaian status kepemilikan. 

Proses komunikasi yang tidak merata serta minimnya akses informasi 

menjadi penyebab masyarakat menaruh kecurigaan terhadap aparat pemerintah 

setempat yang dianggap tidak transparan dalam memberikan informasi dan 

menimbulkan ketegangan sosial. Pemerintah desa sering menjadi sasaran 

pertanyaan dan protes dari warga karena dianggap sebagai perpanjangan tangan 

dari pelaksana proyek. Dalam kondisi seperti ini, muncul beban psikologis 

yang cukup besar, baik di kalangan masyarakat maupun aparatur desa (Sari, 

2020; Nugroho, 2018). 

Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa instansi yang memerlukan tanah 

wajib menangani dampak sosial yang timbul, baik kepada pihak yang berhak 
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maupun yang tidak berhak atas ganti rugi. Penanganan ini dapat berupa 

pemberdayaan sosial dan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk menjamin 

kesinambungan kehidupan masyarakat terdampak. 

Pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Karanglayung menunjukkan 

bahwa pendekatan sosial belum dijalankan secara optimal. walau banyak 

masyarakat yang sudah ikut pelatihan keterampilan masih ada beberapa yang 

belum melaksanakan dikehidupan sehari harinya guna memberi pilihan 

alternatif untuk mata pencaharian yang sebelumnya bertani. Hal ini sejalan 

dengan temuan Sari (2020) yang menyebutkan bahwa proyek strategis nasional 

seringkali menyebabkan perubahan sosial ekonomi yang drastis dan kehilangan 

pekerjaan utama, serta didukung oleh Nugroho (2018) yang mengungkap 

bahwa ketiadaan jaminan sosial-ekonomi memperbesar risiko kerentanan 

masyarakat. 

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, maka perlu 

dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi pengadaan 

tanah bagi masyarakat terdampak, khususnya mereka yang berstatus sebagai 

pihak yang berhak atas ganti rugi. Penelitian ini difokuskan untuk memahami 

secara langsung pengalaman, persepsi, dan perubahan kehidupan masyarakat 

akibat dari proses pengadaan tanah dalam pembangunan Bendungan Cipanas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji dampak 

sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh Masyarakat Desa Karanglayung 

terhadap pengadaan tanah dalam proyek pembangunan Bendungan Cipanas. 

Dengan memfokuskan perhatian pada pengalaman dan perspektif masyarakat 

yang berhak atas ganti rugi , penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi baik secara ilmiah maupun praktis dalam merumuskan strategi 

pengadaan tanah yang lebih adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat 

judul "Dampak Sosial dan Ekonomi Pengadaan Tanah Bendungan 

Cipanas di Desa Karanglayung, Kecamatan Conggeang, Kabupaten 

Sumedang". 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat pengadaan tanah 

untuk pembangunan Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung? 

2. Apa saja dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat pengadaan 

tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengurangan dampak  

sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pengadaan tanah untuk 

pembangunan Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dampak sosial yang dialami masyarakat akibat 

pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas di Desa 

Karanglayung. 

2. Untuk mengetahui dampak ekonomi yang dialami masyarakat akibat 

pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas di Desa 

Karanglayung. 

3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pengurangan dampak sosial dan 

ekonomi yang muncul di Desa Karanglayung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan wawasan dalam bidang administrasi publik, khususnya 

terkait dinamika dampak sosial dan ekonomi dalam proses pengadaan tanah 

untuk proyek infrastruktur berskala besar. Selain itu, penelitian ini 

memperkaya literatur akademik mengenai pentingnya pendekatan sosial 
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yang partisipatif dalam mengelola perubahan sosial akibat pembangunan, 

termasuk perlunya perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi 

masyarakat terdampak. 

2. Secara Praktis 

1) Kementerian ATR/BPN 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan pengadaan tanah yang lebih sensitif terhadap 

dampak sosial dan ekonomi, dengan mengintegrasikan perlindungan 

sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak ke dalam setiap tahapan 

pelaksanaan pengadaan tanah. 

2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menyusun strategi yang 

lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat terdampak, 

termasuk dalam upaya mitigasi dampak sosial dan ekonomi melalui 

program pemberdayaan dan pemulihan kehidupan pasca-pengadaan 

tanah. 

3) Masyarakat Yang Berhak Atas Ganti Rugi 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan pemahaman 

tentang hak-hak sosial dan ekonomi mereka dalam proses 

pembangunan, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif 

memperjuangkan perlindungan sosial dan berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan. 

4) Akademisi dan Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjut yang 

mengkaji hubungan antara kebijakan pengadaan tanah, perubahan 

sosial, dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi 

dampak sosial dan ekonomi pembangunan infrastruktur. 
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E. Batasan Penelitian 

Dalam pembahasan ini, batasan penelitian ditetapkan untuk 

memastikan kajian tetap terfokus pada aspek sosial dan ekonomi yang timbul 

akibat pengadaan tanah di Desa Karanglayung, Kabupaten Sumedang serta 

upayanya dari instansi terkait. penelitian ini secara khusus membahas dampak 

sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat petani sebagai pihak berhak, 

seperti perubahan mata pencaharian, terputusnya jaringan sosial, perubahan 

pendapatan, kestabilan ekonomi karna harus masyarakat harus adaptasi dengan 

pengalaman usaha baru. Aspek teknis pembangunan infrastruktur bendungan, 

proses konstruksi, maupun aspek hukum administrasi dalam pengadaan tanah 

tidak menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian juga tidak membahas aspek 

ganti rugi secara rinci, melainkan lebih fokus pada bagaimana pengadaan tanah 

mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Informan penelitian 

dibatasi pada masyarakat terdampak yang memiliki hak atas tanah dan Instansi 

terkait seperti Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sumedang, Kepala Desa Karanglayung  dan Sekertarisnya, dengan pendekatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan. Dengan batasan ini, 

penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial yang 

dialami masyarakat sebagai akibat langsung dari pengadaan tanah untuk 

pembangunan Bendungan Cipanas.
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BAB VI 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai dampak sosial 

dan ekonomi pengadaan tanah pembangunan Bendungan Cipanas di Desa 

Karanglayung, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dampak Sosial 

Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas memberikan 

perubahan terhadap kondisi sosial masyarakat. Terjadi pergeseran 

kehidupan sosial warga akibat hilangnya lahan yang menjadi tempat tinggal 

maupun sumber kehidupan. Dampak sosial yang timbul mencakup: rasa 

kehilangan atas tanah sawah yang menjadi lahan pekerjaan utama, 

keterputusan hubungan sosial karena hilangnya lahan pertanian yang biasa 

menjadi tempat bersosialisasi masyarakat, munculnya rasa iri antara warga 

yang sudah dan belum menerima ganti rugi, serta ketidakpercayaan terhadap 

aparatur desa akibat minimnya informasi. Selain itu, perangkat desa 

menghadapi tekanan dari masyarakat karena sering dijadikan tempat aduan, 

meskipun tidak memiliki wewenang penuh atas proses pengadaan. 

2. Dampak Ekonomi 

Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat bersifat beragam. Sebagian 

besar masyarakat memanfaatkan uang ganti rugi secara produktif, seperti 

membeli lahan baru, membuka usaha, atau renovasi rumah. Namun terdapat 

pula yang belum mendapatkan hasil maksimal dari usaha tersebut, terutama 
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bagi warga yang baru belajar bertani atau baru memulai usaha. 

Kesimpulannya terdapat potensi peningkatan taraf ekonomi, meskipun 

dibutuhkan waktu dan pendampingan lebih lanjut untuk mencapai hasil 

yang stabil dan berkelanjutan. 

3. Upaya Pemerintah 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dampak 

sosial dan ekonomi pengadaan tanah Bendungan Cipanas, melalui 

sosialisasi kepada masyarakat terdampak Meskipun beberapa warga telah 

memanfaatkan kompensasi tersebut secara produktif, upaya pemerintah 

dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi dan pendampingan sosial 

masih perlu diperkuat. Dengan demikian, peran pemerintah sangat penting 

tidak hanya dalam aspek prosedural, tetapi juga dalam menjamin 

keberlanjutan hidup masyarakat pasca relokasi dan kehilangan sumber 

penghidupan. 

 

B. Saran 

1. Sosialisasi dan Transparasi Informasi 

Pemerintah dan pihak pelaksana proyek perlu meningkatkan transparansi 

serta intensitas sosialisasi kepada masyarakat, terutama mengenai tahapan 

dan mekanisme pengadaan tanah serta pencairan ganti rugi. Informasi yang 

merata dapat meminimalkan kesalahpahaman dan mengurangi konflik 

sosial. 

2. Pendampingan Sosial dan Ekonomi 

Dibutuhkan program pendampingan berkelanjutan untuk masyarakat 

terdampak, khususnya dalam bidang pertanian, kewirausahaan, dan 

perencanaan keuangan. Hal ini penting agar dana ganti rugi dapat dikelola 

secara produktif dan berkelanjutan. 

3. Peran Aktif Aparatur Desa dan Kelembagaan 

Pemerintah sebaiknya menempatkan petugas dari instansi terkait di desa 

secara sementara selama proses pencairan berlangsung, guna menjembatani 
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komunikasi antara masyarakat dan pihak pengelola proyek. Hal ini akan 

mengurangi tekanan terhadap aparatur desa yang sering dijadikan sasaran 

keluhan, padahal tidak memiliki wewenang atas kebijakan teknis. 

4. Pemulihan dan Penguatan Jaringan Sosial 

Perlu adanya upaya untuk merekonstruksi kembali jaringan sosial 

masyarakat yang terfragmentasi akibat relokasi. Kegiatan komunitas dan 

forum warga dapat menjadi media integrasi sosial, agar masyarakat dapat 

kembali merasa memiliki lingkungan yang aman dan nyaman. 

5. Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang 

Pemerintah dan pelaksana proyek perlu melakukan pemantauan dan 

evaluasi jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak. 

Hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek strategis 

nasional lainnya agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi 

masyarakat. 
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